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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan hukum tindak pidana penipuan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diatur dalam Pasal 378 KUHP. Modus penipuan dalam tindak pidana penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Batubara disebabkan karena kesempatan yang diberikan oleh korban berupa kepercayaan serta niat korban yang dilakukan denga cara yang salah dan ada celah pelaku untuk membantu memasukkan seseorang menjadi pegawai negeri sipil melalui jalur sisipan.
Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Batubara berdasarkan putusan Majelis Hakim, terdakwa dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan pada Pasal 378  KUHP, berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yakni 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara karena bersalah melakukan tindak pidana penipuan penerimaan seleksai calon pegawai negeri sipil. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan  seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam putusan perkara Nomor 317/Pid.B/2013/ PN.Kis telah sesuai dengan dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum dan telah memenuhi unsure Pasal 378 KUHP serta tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
Saran

Agar penerapan saksi pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan dalam landasan teori yang pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan oleh para aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penipuan penerimaan CPNS.
Selain pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan khususnya penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maka diharapkan pula Majelis Hakim dalam memutus perkaranya memperhatikan pula segi non yuridis dari perbuatan pelaku yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa karena hal tersebut berpengaruh pada sisi psikologis terdakwa pada khususnya.
Agar segenap aparat penegak hukum agar setiap pelaku kejahatan sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi sanksi yang mampu membuat para pelaku tindak pidana penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jera. 
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